
LAPORAN HASIL KERJA PRAKTIK 

 

PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL BERBASIS ADMINISTRASI DESA: 

STUDI PADA DESA BUMI JAYA 

 

 

  

 

 

 

 

Disusun oleh : 

SULASMAN 

2211010149 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS ILMU KOMPUTER 

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA 

2025 

 

 

 



 ii 

 

HALAMAN PENGESAHAN 
 

LAPORAN HASIL KERJA PRAKTIK 

PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL BERBASIS ADMINISTRASI DESA: 

STUDI PADA DESA BUMI JAYA 

 

Oleh : 

SULASMAN  

2211010149 

 

 

Telah memenuhi syarat untuk diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

1. Identitas 

 

a. Nama    : Sulasman 

b. NPM    : 2211010149 

c. Prodi    : S1-Teknik Informatika 

d. Tempat/Tanggal Lahir  : Lampung Selatan, 08 September 1973 

e. Agama    : Islam 

f. Alamat    : Desa Bumi Jaya, Kec. Candipuro, Kab.  

  Lampung selatan 

g. Suku    : Jawa 

h. Kewarganegaraan  : Indonesia 

i. Email    : sulasman.2211010149.@darmajaya.ac.id 

j. No Handphone   : 081369778371 

 

2. Riwayat Pendidikan 

 

a. Sekolah Dasar   : SD Candipuro 

b. Sekolah Menengah Pertama : SMP YPB Beringin 

c. Sekolah Menengah Kejuruan : SMK PKBM Alfala Cintamulya 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan di atas 

adalah benar. 

 

      Yang Menyatakan,  

Bandar Lampung, 29 Agustus 2025 

 

  

SULASMAN  

NPM. 2211010149 



 iv 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya,sehingg

a penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Kerja Praktik (KP) ) dilaksanakan sela

ma satu bulan terhitung sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025. yang 

berjudul 

“Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa: Studi pada Desa Bu

mi Jaya" dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu sya

rat wajib untuk menyelesaikan program studi Sl-Teknik Informatika di Institut Info

rmatika dan Bisnis Darmajaya. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa bimbi

ngan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada: 

1. Ibu Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng.,selaku Ketua Program Studi Teknik Inf

ormatika IIB Darmajaya, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas u

ntuk melaksanakan kerja praktik. 

2. Ibu Yuni Puspita Sari, S.Kom.,M.T.I.,selaku Dosen Pembimbing,yang te

lah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga sela

ma proses penyusunan laporan ini. 

3. Bapak Ketut Artaye, S.Kom., M.T.I., selaku Pembimbing Lapangan,yang t

elah memberikan dukungan serta bimbingan praktis selama kegiatan kerja p

raktik di Desa Bumi Jaya. 

4. Bapak Aris Mustofa, S.H., selaku Kepala Desa Bumi Jaya, beserta seluruh 

jajaran perangkat desa, yang telah memberikan izin dan menerima penulis d

engan baik untuk melaksanakan kerja praktik serta membantu menyediakan 

data yang diperlukan. 

5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah member

ikan dukungan moril dan materiel dalam penyelesaian laporan ini.Laporan i

ni membahas pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintaha

n desa, khususnya dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos).Pemilihan top

ik ini didasari oleh permasalahan nyata di Desa Bumi Jaya, di mana proses 

pendataan bansos yang masih manual sering kali menimbulkan kendala sep

erti duplikasi data, keterlambatan distribusi, dan kurangnya transparansi.



 

 

V 

 

 
 

Melalui kerja praktik ini, penulis merancang sebuah sistem informasi berbasis ad

ministrasi desa yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisien

si, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan bansos. 

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat,baik secara teoretis bagi p

engembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, maupun secara prakti

s bagi Pemerintah Desa Bumi Jaya dan desa-desa lain yang menghadapi permasal

ahan serupa. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk 

perbaikan di masa mendatang. 

Bandar Lampung,29 Agustus 2025 

Penulis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI 

 

 
 

RINGKASAN 

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar 

kampus yang memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam 

mengaplikasikan teori ke dalam praktik kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa 

Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan dengan topik 

“Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa.” Latar belakang 

pemilihan tema ini adalah masih digunakannya sistem pencatatan manual dalam 

pendataan bantuan sosial (bansos), yang sering menimbulkan permasalahan berupa 

data ganda, keterlambatan distribusi, serta kurangnya transparansi. 

Metode yang digunakan dalam kerja praktik meliputi observasi, wawancara 

dengan perangkat desa, studi literatur, serta perancangan sistem berbasis System 

Development Life Cycle (SDLC). Sistem yang dirancang menggunakan basis data 

digital dengan fitur utama input data warga, validasi NIK untuk mencegah 

duplikasi, klasifikasi jenis bantuan (PKH, BLT-DD, BPNT), laporan otomatis, 

dashboard monitoring real-time, dan publikasi data untuk mendukung transparansi. 

Hasil kerja praktik menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu 

meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan bansos. Proses yang sebelumnya 

memakan waktu 3–4 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sedangkan 

validasi NIK berhasil mengurangi potensi data ganda. Transparansi juga meningkat 

dengan adanya publikasi data penerima bantuan secara digital. Meskipun masih 

terdapat kendala berupa keterbatasan kemampuan perangkat desa dan infrastruktur 

teknologi, sistem ini terbukti memberikan dampak positif terhadap tata kelola 

pemerintahan desa. 

Secara keseluruhan, penerapan sistem pengelolaan bansos berbasis 

administrasi desa di Desa Bumi Jaya memberikan perubahan signifikan dari sistem 

manual menuju digital yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem ini 

berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan direplikasi di desa-desa lain 

sebagai model penerapan smart village berbasis teknologi informasi. 

 

Kata Kunci: Kerja Praktik, Bantuan Sosial, Administrasi Desa, Sistem Informasi, 

Smart Village 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran 

di luar kampus yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa 

dalam menghadapi situasi kerja nyata. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan 

kerja dengan durasi minimal satu bulan dan menjadi bagian dari persyaratan 

kelulusan di Institut Informatika & Bisnis Darmajaya. Tujuan utama dari 

kegiatan KP adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui 

penerapan langsung teori yang telah diperoleh di bangku kuliah. Melalui 

kegiatan KP, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh keterampilan praktis 

serta pemahaman terhadap dinamika kerja di bidangnya masing-masing 

(Puspitasari & Nugroho, 2021; Fauziah & Vantissha, 2021; Apriliyani et al., 

2022; Faridah et al., 2021). 

Pemerintah desa adalah ujung tombak pembangunan yang memiliki 

peran penting dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos). 

Keberhasilan program bantuan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas 

administrasi desa dalam mengelola data penerima bantuan. Namun, praktik di 

lapangan menunjukkan bahwa masih banyak desa yang menghadapi kendala 

terkait validasi, transparansi, dan akurasi data penerima bansos. Sistem manual 

yang selama ini digunakan sering menimbulkan masalah seperti data ganda, 

keterlambatan distribusi, dan kesalahan pencatatan. Hal ini menegaskan 

perlunya inovasi berbasis teknologi informasi agar pengelolaan bansos lebih 
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efektif. Menurut (Wismayanti & Purnamaningsih, 2022), “transformasi digital 

di tingkat desa mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik hingga 70% 

dibandingkan sistem manual.” 

Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi peluang besar bagi 

pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem berbasis 

database dan aplikasi administrasi dapat digunakan untuk mempermudah 

pencatatan, pengarsipan, serta penyajian laporan bansos secara cepat dan 

akurat. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan konsep e-government yang 

menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik. 

(Zaliluddin et al., 2020) menyatakan bahwa “implementasi sistem informasi di 

desa tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas 

pemerintah desa di mata masyarakat.” Dengan demikian, digitalisasi 

pengelolaan bansos dapat mengurangi potensi konflik sosial akibat 

ketidakakuratan data. 

Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, 

merupakan salah satu desa yang aktif menerima program bantuan sosial dari 

pemerintah pusat dan daerah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT-DD). Namun, pengelolaan bansos di desa ini masih menghadapi 

sejumlah kendala. Proses administrasi yang dilakukan secara manual membuat 

perangkat desa kesulitan melakukan validasi data penerima. Hal ini berpotensi 

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan menurunkan kepercayaan 

terhadap pemerintah desa. Menurut (Prasetyo et al., 2022), “kegagalan dalam 

pengelolaan bantuan sosial seringkali dipicu oleh lemahnya sistem administrasi 
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desa yang tidak terintegrasi.” 

Pemilihan topik kerja praktik “Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis 

Administrasi Desa” di Desa Bumi Jaya didasarkan pada urgensi kebutuhan 

desa akan sistem yang lebih modern, efektif, dan akuntabel. Dengan adanya 

sistem ini, perangkat desa dapat melakukan pencatatan dan distribusi bansos 

dengan lebih transparan dan terstruktur. Selain itu, sistem administrasi digital 

akan memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat karena pendistribusian 

bansos dilakukan berdasarkan data valid yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat (Indrajit, 2018) bahwa “teknologi informasi 

merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik, terutama di tingkat lokal.” 

Dengan demikian, pentingnya penelitian dan kerja praktik ini tidak hanya 

terletak pada aspek teknis, melainkan juga pada kontribusinya dalam 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Lebih 

spesifik, di Desa Bumi Jaya, penerapan sistem pengelolaan bansos berbasis 

administrasi desa diharapkan menjadi solusi nyata atas permasalahan data 

ganda, keterlambatan distribusi, serta keterbatasan transparansi yang selama ini 

terjadi. 

 

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program KP 

Ruang lingkup kerja praktik ini mencakup analisis kebutuhan, 

perancangan, dan implementasi sistem pengelolaan bansos berbasis 

administrasi desa di Desa Bumi Jaya. Kegiatan utama meliputi:  

1. melakukan observasi terhadap proses administrasi bansos yang sedang 
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berjalan 

2. mengidentifikasi kendala dan kelemahan dari sistem manual yang 

digunakan 

3. merancang sistem berbasis database untuk pencatatan dan validasi data 

penerima bansos 

4. melakukan simulasi penerapan sistem pada perangkat desa. 

Selain itu, lingkup kerja juga mencakup penyusunan laporan analisis serta 

rekomendasi perbaikan tata kelola administrasi bansos. Kerja praktik ini 

dibatasi pada lingkup administrasi bansos di tingkat desa dan tidak mencakup 

kebijakan bansos di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Fokus utamanya 

adalah menghasilkan rancangan sistem yang dapat diaplikasikan langsung oleh 

perangkat Desa Bumi Jaya. Ruang lingkup ini menjadi dasar untuk mengukur 

sejauh mana penerapan teknologi informasi mampu memberikan dampak 

positif terhadap tata kelola bansos di desa. 

1.3 Manfaat dan Tujuan 

1.3.1 Manfaat  

Kerja praktik ini memiliki beberapa manfaat. Pertama, bagi pemerintah 

desa, sistem yang dirancang dapat meningkatkan efektivitas administrasi 

bansos, mengurangi kesalahan input, dan mempercepat proses verifikasi data 

penerima. Transparansi juga meningkat karena laporan dapat disajikan secara 

digital dan mudah diaudit. Kedua, bagi masyarakat, sistem ini memberikan 

jaminan keadilan karena bantuan disalurkan berdasarkan data yang valid dan 

dapat diverifikasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga 

akan meningkat seiring dengan transparansi yang ditampilkan. 
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Selain manfaat langsung tersebut, terdapat juga manfaat tidak langsung. 

Misalnya, sistem ini dapat menjadi contoh atau best practice bagi desa lain 

dalam mengelola bansos. Jika sistem ini terbukti berhasil, maka model yang 

sama dapat direplikasi di desa-desa lain dalam lingkup Kecamatan Candipuro 

bahkan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini akan memperkuat tata kelola 

pemerintahan desa secara lebih luas. 

Bagi mahasiswa, manfaat yang diperoleh adalah pengalaman langsung 

dalam menerapkan teori-teori Teknik Informatika, khususnya dalam bidang 

perancangan sistem informasi, ke dalam praktik nyata. Mahasiswa juga dapat 

mengasah kemampuan analisis, komunikasi dengan perangkat desa, serta 

keterampilan teknis dalam membangun sistem. Dengan demikian, kerja 

praktik ini bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah desa dan masyarakat, 

tetapi juga bagi mahasiswa sebagai calon tenaga profesional di bidang 

teknologi informasi. 

1.3.2 Tujuan 

Tujuan kerja praktik ini terbagi menjadi tujuan langsung dan jangka 

panjang. Tujuan langsung adalah merancang sistem pengelolaan bansos 

berbasis administrasi desa yang dapat digunakan untuk memperbaiki tata 

kelola bantuan di Desa Bumi Jaya. Sistem ini diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan data ganda, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan distribusi 

yang selama ini terjadi. 

Tujuan jangka panjang adalah mendorong terwujudnya digitalisasi 

pemerintahan desa. Dengan penerapan sistem informasi, Desa Bumi Jaya 

dapat menjadi pelopor transformasi digital di Kecamatan Candipuro. Ke 
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depan, sistem ini dapat dikembangkan lebih luas, tidak hanya untuk 

pengelolaan bansos, tetapi juga untuk bidang administrasi lain seperti 

kependudukan, keuangan, dan pembangunan. 

Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan kontribusi nyata bagi 

masyarakat melalui ilmu yang diperoleh selama studi. Dengan demikian, 

kerja praktik ini membuktikan bahwa ilmu Teknik Informatika tidak hanya 

bermanfaat secara teoritis, tetapi juga dapat menyelesaikan permasalahan 

sosial yang nyata. 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1.4.1 Waktu 

Kerja praktek ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 30 hari, yang terhitung 

sejak 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025. 

1.4.2 Tempat Pelaksanaan 

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan di Kantor Desa Bumi Jaya, Kecamatan 

Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.  

 

Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.3 Ruang Lingkup Kerja 

BAB II GAMBARAN UMUM 

BAB III PERMASALAHAN LEMBAGA 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah Desa 

Desa Bumi Jaya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini mulai 

berkembang sejak era 1980-an melalui program transmigrasi yang 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sebagian besar penduduk Desa 

Bumi Jaya berasal dari Pulau Jawa, yang pada saat itu mengikuti program 

transmigrasi untuk membuka lahan pertanian di wilayah Lampung. Hal 

ini sejalan dengan pendapat (Windari, 2021) yang menyatakan bahwa 

“program transmigrasi di Indonesia pada dekade 1970–1980-an 

merupakan strategi pembangunan wilayah yang bertujuan membuka 

daerah baru dan meningkatkan produksi pertanian.” 

Seiring waktu, Desa Bumi Jaya tumbuh menjadi desa agraris 

dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor 

pertanian, khususnya padi, jagung, dan singkong. Lahan yang subur 

membuat sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian desa. 

Selain itu, sebagian masyarakat juga mulai mengembangkan usaha 

peternakan dan perdagangan kecil-kecilan untuk menunjang kebutuhan 

hidup. Menurut penelitian(Transmigrasi et al., n.d.) “desa-desa berbasis 

transmigrasi di Lampung memiliki peranan penting dalam penyediaan 

bahan pangan karena kontribusinya terhadap produksi pertanian daerah.” 

Dalam perjalanannya, Desa Bumi Jaya juga mengalami dinamika 

sosial, terutama terkait proses integrasi budaya antara masyarakat lokal 
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dengan para transmigran. Awalnya, terdapat perbedaan dalam pola 

hidup, bahasa, maupun tradisi. Namun, seiring dengan berkembangnya 

waktu, integrasi sosial berjalan harmonis sehingga tercipta identitas desa 

yang lebih inklusif. Hal ini diperkuat oleh studi (Mukhtar et al., 2021) 

yang menjelaskan bahwa “proses interaksi sosial antara penduduk asli 

dan transmigran di Lampung berlangsung secara dinamis, menghasilkan 

pola adaptasi budaya yang saling melengkapi.” 

Perkembangan Desa Bumi Jaya juga dipengaruhi oleh 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Pembangunan 

jalan desa, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan mempercepat 

perkembangan wilayah ini. Selain itu, dengan adanya dana desa sejak 

tahun 2015, Desa Bumi Jaya semakin mampu mengembangkan potensi 

lokal, baik melalui pembangunan fisik maupun pemberdayaan 

masyarakat. Menurut (Dwijosusilo & Shafiyah, 2020), “dana desa 

berperan penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur 

pedesaan sekaligus meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.” 

Kini, Desa Bumi Jaya dikenal sebagai salah satu desa di Kecamatan 

Candipuro yang cukup aktif dalam mengikuti program pembangunan 

pemerintah. Kehidupan masyarakat yang harmonis, didukung potensi 

pertanian yang melimpah, menjadikan desa ini memiliki peran penting 

dalam mendukung ketahanan pangan di Lampung Selatan. Latar 

belakang historis sebagai desa transmigrasi membuat Bumi Jaya 

memiliki karakter masyarakat yang terbuka terhadap perubahan, 

termasuk dalam hal penerapan teknologi informasi untuk mendukung 
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administrasi pemerintahan. 

2.2 Visi Dan Misi Desa 

2.2.1 Visi 

“Bumi Jaya Desa Wisata, Masyarakat Sehat Tertip Aman Dan Sejahtera” 

2.2.2 Misi 

1. Mengembangkan dan Meningkatkan hasil pertanian masyarakat. 

2. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan. 

3. Menjaga adat, budaya, dan nilai kearipan lokal sebagai paket utama 

dalam kegiatan kepariwisataan.  

4. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum. 

5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. 

6. Meningkatkan ketrampilan dan kualitas Sumber daya manusia di 

masyarakat. 

7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangfan 

kerja dan manajemen usaha masyarakat. 

8. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat. 

 

2.3 Struktur Organisasi Desa 

Struktur organisasi pemerintahan Desa Bumi Jaya secara umum terdiri 

dari: 

 

Gambar 2.1 Struktur organisasi pemerintahan Desa Bumi Jaya 

Setiap posisi dalam struktur organisasi Desa Bumi Jaya memiliki 
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tanggung jawab yang krusial untuk menjamin bahwa setiap kegiatan dan 

program berjalan secara optimal, terarah, dan benar-benar menjawab 

kebutuhan masyarakat desa bumi jaya. Berikut ini merupakan gambaran 

umum mengenai tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing 

jabatan: 

1. Kepala Desa: Aris Mustofa, S.H. 

a. Pimpinan tertinggi pemerintahan desa. 

b. Memimpin jalannya pemerintahan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

c. Mengelola keuangan dan aset desa sesuai peraturan. 

d. Menetapkan kebijakan bersama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). 

e. Menjadi penanggung jawab utama seluruh kegiatan pemerintahan 

desa. 

 

2. Kadus I: Retno Wibowo 

a. Membawahi RT 01 (Murdianto) dan RT 02 (Nedi Utomo). 

b. Mengkoordinasi pembangunan, keamanan, dan ketertiban di 

dusunnya. 

c. Menjadi penghubung aspirasi warga ke pemerintah desa. 

 

3. RT 01 – Murdianto: 

a. Mengatur kehidupan masyarakat di lingkungan RT 01. 

b. Membantu pendataan kependudukan dan distribusi bantuan. 
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4. RT 02 – Nedi Utomo: 

a. Mengelola administrasi kependudukan tingkat RT. 

b. Memimpin kegiatan sosial, gotong royong, dan keamanan 

lingkungan. 

 

5. Kadus II: Sulaiman 

a. Membawahi RT 03 (Pardani) dan RT 04 (Budi Arisno). 

b. Mengkoordinasikan pembangunan di wilayah dusun II. 

c. Mengawasi pendistribusian bantuan dan program desa. 

 

6. RT 03 – Pardani: 

a. Memimpin warga RT 03 dalam urusan sosial dan administrasi. 

b. Membantu Kadus dalam pengumpulan data penduduk. 

 

7. RT 04 – Budi Arisno: 

a. Menjaga keamanan lingkungan dan memimpin kegiatan gotong 

royong. 

b. Menjadi kontak pertama warga terkait pelayanan publik tingkat RT. 

 

8. Kadus III: Anggi Novian, S.Pd. 

a. Membawahi RT 05 (Sam Rosanto) dan RT 06 (Eko Paryanto). 

b. Memastikan program desa berjalan di wilayah dusun III. 

c. Menjadi mediator antara warga dan perangkat desa. 
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9. RT 05 – Sam Rosanto:  

a. Mengatur pendataan bansos di wilayah RT 05. 

b. Menjadi koordinator kegiatan sosial. 

 

10. RT 06 – Eko Paryanto: 

a. Mengawasi keamanan wilayah RT 06. 

b. Membantu pelaksanaan program ekonomi dan pertanian warga. 

 

11. Kadus IV: Warsono 

a. Membawahi RT 09 (Slamet) dan RT 10 (Samiadi). 

b. Menjadi penanggung jawab pembangunan infrastruktur dusun IV. 

c. Mengawasi program bansos agar tepat sasaran. 

 

12. RT 09 – Slamet: 

a. Melaksanakan administrasi kependudukan di RT 09. 

b. Menjaga ketertiban sosial warga. 

 

13. RT 10 – Samiadi:  

a. Memimpin kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan. 

b. Menjadi koordinator program sosial masyarakat. 

 

14. Kadus V: Sariman 

a. Membawahi RT 08 (Sugeng Purnomo), RT 12 (Sanco), RT 13 

(Satijo), RT 15 (Ahmad Ridwan). 
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b. Mengkoordinasikan pembangunan fisik dan sosial di dusun V. 

c. Mengelola aspirasi warga agar disampaikan ke desa. 

 

15. RT 08 – Sugeng Purnomo: 

a. Menjadi koordinator administrasi kependudukan tingkat RT. 

b. Menjaga keamanan lingkungan RT 08. 

 

16. RT 12 – Sanco: 

a. Mengatur pelaksanaan program bantuan di RT 12. 

b. Membina kegiatan sosial kemasyarakatan. 

 

17. RT 13 – Satijo: 

a. Menjadi penghubung warga RT 13 dengan Kadus. 

b. Memimpin gotong royong rutin dan kegiatan keagamaan. 

 

18. RT 15 – Ahmad Ridwan: 

a. Bertanggung jawab atas pendataan penerima bantuan di RT 15. 

b. Mengorganisir kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan. 

 

19. Kadus VI: Mustholih 

a. Membawahi RT 07 (Hasan Basri), RT 11 (Watim), RT 14 (Yoel 

Poniran). 

b. Mengkoordinasikan keamanan, pembangunan, dan administrasi di 

dusun VI. 
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c. Menjadi perantara komunikasi warga dengan kepala desa. 

 

20. RT 07 – Hasan Basri: 

a. Mengelola pendataan kependudukan di RT 07. 

b. Memimpin kegiatan gotong royong rutin. 

 

21. RT 11 – Watim: 

a. Membantu pelaksanaan program bantuan sosial. 

b. Menjaga ketertiban lingkungan RT 11. 

 

22. RT 14 – Yoel Poniran: 

a. Bertanggung jawab atas kegiatan sosial dan keagamaan warga RT 14. 

b. Mengatur administrasi kependudukan tingkat RT. 

 

2.4 Kegiatan Desa 

1. Musyawarah Desa (Musdes) untuk Perencanaan Pembangunan 

Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam pengambilan 

keputusan di tingkat desa. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan secara 

periodik (setidaknya sekali dalam setahun) dengan melibatkan 

pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta 

perwakilan perempuan. Tujuan Musdes adalah membahas rencana 

pembangunan desa, menentukan prioritas penggunaan dana desa, serta 

menampung aspirasi masyarakat. Hasil musyawarah inilah yang menjadi 

dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
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(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 

 

2. Pendataan dan Penyaluran Bantuan Sosial (PKH, BLT, BPNT) 

Desa Bumi Jaya secara rutin melakukan pendataan masyarakat yang 

berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan 

(PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), maupun 

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Proses ini dilakukan dengan 

verifikasi data kependudukan dan kondisi ekonomi keluarga. Setelah 

diverifikasi, bantuan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. Perangkat desa juga melakukan monitoring agar bantuan 

tepat sasaran, transparan, dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. 

 

3. Program Peningkatan Hasil Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Karena mayoritas penduduk Desa Bumi Jaya bekerja sebagai petani, 

pemerintah desa rutin mengadakan kegiatan penyuluhan pertanian, 

pengadaan bibit unggul, distribusi pupuk subsidi, dan pelatihan teknologi 

pertanian. Selain itu, desa juga mengembangkan diversifikasi tanaman 

agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Program 

ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat 

ketahanan pangan desa, serta meningkatkan kesejahteraan petani. 

 

4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan UMKM 

Pemerintah desa juga mendorong kegiatan ekonomi kreatif melalui 

pelatihan kewirausahaan. Bentuk kegiatan meliputi pelatihan 
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keterampilan mengolah hasil pertanian, pembuatan produk makanan 

olahan, kerajinan tangan, pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan 

usaha. Pelatihan ini dilakukan bekerja sama dengan dinas terkait dan 

mitra perguruan tinggi. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang 

mandiri secara ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan 

pendapatan rumah tangga. 

 

5. Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya 

Desa Bumi Jaya memiliki kegiatan sosial dan budaya yang terjaga 

dengan baik. Di antaranya pengajian rutin, peringatan hari besar Islam, 

gotong royong kebersihan lingkungan, serta kegiatan seni dan olahraga. 

Kegiatan ini tidak hanya menjaga spiritualitas dan nilai budaya, tetapi 

juga mempererat persatuan antarwarga, baik penduduk asli maupun 

pendatang dari program transmigrasi. 

 

6. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 

Salah satu kegiatan pembangunan fisik yang menjadi prioritas di Desa 

Bumi Jaya adalah pembangunan dan perbaikan jalan desa. Jalan 

merupakan infrastruktur vital yang menunjang aktivitas ekonomi, 

pendidikan, dan sosial masyarakat. Dengan adanya pembangunan jalan, 

akses transportasi menjadi lebih lancar, distribusi hasil pertanian lebih 

cepat, dan konektivitas antar-dusun semakin baik. Pembangunan jalan 

ini biasanya dibiayai dari Dana Desa serta partisipasi masyarakat melalui 

gotong royong. Menurut hasil Musdes, prioritas pembangunan jalan 
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tidak hanya sebatas jalan utama desa, tetapi juga jalan-jalan lingkungan 

agar seluruh masyarakat merasakan manfaatnya. 

2.5 Lokasi Desa  

Desa Bumi Jaya terletak di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung 

Selatan, Provinsi Lampung. Lokasi desa dapat diakses melalui jalur darat 

±20 km dari Kalianda, ibu kota Kabupaten Lampung Selatan. Secara 

geografis, desa ini berada di dataran rendah dengan lahan pertanian yang 

subur. 

 

Gambar.2.2 Peta Desa Bumi Jaya 
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BAB III 

PERMASALAHAN DESA 

 

3.1 Analisa Permasalahan Desa 

Pengelolaan bantuan sosial di Desa Bumi Jaya selama ini masih dilakukan 

secara manual melalui pencatatan di buku administrasi desa. Sistem pencatatan 

manual ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya potensi terjadinya data 

ganda, kesalahan input, serta keterlambatan dalam proses verifikasi. Kondisi 

tersebut menyebabkan perangkat desa sering menghadapi kesulitan dalam 

menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial. Menurut 

(Prasetyo et al., 2022), “ketidaktepatan data penerima bantuan sosial sering 

menjadi penyebab konflik sosial di masyarakat desa.” 

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa juga menjadi 

faktor penghambat. Tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan dalam 

mengelola data berbasis digital. Hal ini menyebabkan inovasi dalam 

pengelolaan administrasi bansos sulit diimplementasikan. Akibatnya, proses 

distribusi bantuan sosial sering terlambat, bahkan ada masyarakat yang merasa 

tidak puas dengan hasil pendataan. (Zaliluddin et al., 2020) menyatakan bahwa 

“permasalahan bansos pada level desa bukan hanya soal dana, tetapi juga 

sistem administrasi yang belum efisien dan minimnya kapasitas aparatur desa.” 

Masalah lain adalah rendahnya transparansi dalam penyaluran bansos. 

Masyarakat tidak selalu mendapatkan akses informasi mengenai kriteria 

penerima, jumlah bantuan, maupun mekanisme distribusinya. Hal ini 

menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah desa. Padahal, transparansi 
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merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut 

(Mukhtar et al., 2021), “transparansi dalam pengelolaan program bantuan akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.” 

 

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang dapat dirumuskan 

adalah: 

1. Pendataan penerima bantuan sosial masih manual sehingga rawan 

kesalahan. 

2. Terjadi duplikasi data penerima yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran. 

3. Minimnya transparansi distribusi bansos yang menurunkan kepercayaan 

masyarakat. 

4. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data berbasis 

digital. 

Dengan demikian, diperlukan solusi berupa sistem pengelolaan bansos berbasis 

administrasi desa yang lebih modern dan akuntabel. 

 

3.2 Landasan Teori 

Teori yang menjadi dasar dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis 

administrasi desa adalah konsep Sistem Informasi Manajemen (SIM). 

Menurut(Laudon & Laudon, 2019), SIM adalah “sebuah sistem yang dirancang 

untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan 

informasi guna mendukung pengambilan keputusan.” Dalam konteks desa, 

SIM dapat digunakan untuk mengelola data penerima bansos secara akurat dan 

cepat. 



 

 

20 

 

 
 

 

Selain itu, konsep E-Government juga menjadi dasar teoritis dalam 

perancangan sistem ini. Menurut (Indrajit, 2018), “e-government merupakan 

pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan 

pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memperluas 

partisipasi publik.” Dengan e-government, desa dapat menghadirkan tata 

kelola bansos yang lebih transparan dan efisien. 

Teori lain yang relevan adalah Database Management System (DBMS). 

Sistem ini memungkinkan data penerima bantuan disimpan dalam basis data 

yang terintegrasi, sehingga meminimalkan duplikasi dan kesalahan input. 

Menurut (Supiyandi et al., 2022), “DBMS sangat efektif dalam mendukung 

integrasi data, validasi, dan penyajian laporan secara otomatis.” 

Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, maka perancangan sistem 

pengelolaan bansos di Desa Bumi Jaya akan berorientasi pada peningkatan 

akurasi data, efisiensi administrasi, serta transparansi kepada masyarakat. 

 

3.3 Metode yang Digunakan 

3.3.1 Observasi  

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses administrasi 

bansos di Kantor Desa Bumi Jaya. Penulis memperhatikan alur pendataan, 

mulai dari pengumpulan data warga, validasi, hingga distribusi bantuan. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pencatatan masih 

menggunakan dokumen fisik, sehingga rawan terjadi kesalahan. Dengan 

observasi ini, penulis dapat mengidentifikasi kelemahan sistem manual dan 
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menemukan aspek yang perlu diperbaiki melalui sistem berbasis teknologi. 

3.3.2 Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan perangkat desa, khususnya kepala urusan 

kesejahteraan dan sekretaris desa. Wawancara bertujuan untuk mengetahui 

kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan bansos. Dari hasil 

wawancara, diketahui bahwa masalah utama terletak pada kesulitan dalam 

validasi data dan keterbatasan tenaga untuk mengelola pencatatan manual. 

Informasi dari wawancara menjadi dasar dalam merancang sistem yang 

sesuai kebutuhan desa. 

 

3.3.3 Studi Literatur  

Studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal, buku, dan laporan 

penelitian terkait pengelolaan bansos dan penerapan sistem informasi di desa. 

Melalui studi ini, penulis menemukan bahwa penerapan sistem informasi 

mampu mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan transparansi. 

Hasil studi literatur juga digunakan sebagai landasan teori dalam menyusun 

rancangan sistem yang diusulkan. 

 

3.3.4 Perancangan System  

Perancangan sistem dilakukan dengan metode System Development 

Life Cycle (SDLC), yang meliputi tahap analisis kebutuhan, desain, 

implementasi, dan evaluasi. Sistem dirancang berbasis database, dengan fitur 

utama yaitu input data warga, validasi NIK, laporan penerima bantuan, serta 

dashboard monitoring. Perancangan ini disesuaikan dengan kapasitas 
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perangkat desa agar mudah dioperasikan. 

3.4 Rancangan Program yang Akan Dibuat 

Rancangan program yang akan dibuat adalah sistem pengelolaan bantuan 

sosial berbasis administrasi desa yang dapat membantu perangkat Desa Bumi 

Jaya dalam mengelola data penerima bansos secara lebih akurat dan transparan. 

Sistem ini dirancang berbasis database dengan tampilan antarmuka sederhana 

agar mudah digunakan oleh perangkat desa. 

 

a. Fitur utama sistem meliputi: 

1. Input Data Warga : Perangkat desa dapat memasukkan data penerima 

bansos berdasarkan NIK dan KK. Sistem akan melakukan validasi otomatis 

untuk mencegah duplikasi. 

2. Klasifikasi Jenis Bantuan : Sistem dapat mengelompokkan penerima 

berdasarkan jenis bantuan (PKH, BLT-DD, BPNT). 

3. Laporan Otomatis : Perangkat desa dapat mencetak laporan penerima 

bantuan secara cepat dan terintegrasi. 

4. Dashboard Monitoring : Kepala desa dan perangkat terkait dapat 

memantau jumlah penerima bantuan secara real-time. 

5. Transparansi Data : Sistem dapat menampilkan daftar penerima bantuan 

di papan informasi digital yang dapat diakses masyarakat. 

 

Implementasi sistem ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pelatihan 

perangkat desa untuk memahami cara penggunaan sistem. Selanjutnya, 

dilakukan uji coba input data penerima bantuan dan validasi hasil laporan. 
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Setelah tahap uji coba berhasil, sistem akan digunakan secara penuh dalam 

administrasi bansos desa. 

Dengan rancangan program ini, diharapkan permasalahan yang selama ini 

dihadapi Desa Bumi Jaya dapat teratasi. Pendataan menjadi lebih akurat, proses 

distribusi lebih cepat, dan transparansi meningkat. Pada akhirnya, penerapan 

sistem ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

desa. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Hasil dari kerja praktik ini adalah rancangan dan simulasi penerapan 

Sistem Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa pada Desa 

Bumi Jaya. Sistem ini dirancang untuk menjawab masalah yang selama ini 

dihadapi perangkat desa, yakni kesalahan pendataan, duplikasi penerima, 

keterlambatan distribusi informasi, serta rendahnya transparansi dalam 

pengelolaan bansos. Menurut (Harinin et al., 2020), sistem informasi 

administrasi yang terintegrasi dapat meminimalisasi potensi duplikasi data dan 

mempercepat proses pelayanan publik di tingkat desa. 

Tahap awal pelaksanaan adalah observasi lapangan. Dari hasil observasi, 

ditemukan bahwa perangkat desa masih mengandalkan buku register manual 

untuk mencatat penerima bantuan. Proses ini membutuhkan waktu lama dan 

sering menimbulkan perbedaan data antara arsip desa dengan data pusat. Hal 

ini sesuai dengan temuan penelitian (Prasetyo et al., 2022), yang menjelaskan 

bahwa sistem manual dalam pendataan bansos menimbulkan inkonsistensi data 

antara desa dan dinas sosial kabupaten. 

Setelah dilakukan identifikasi masalah, tim kerja praktik merancang sistem 

berbasis database yang memungkinkan perangkat desa memasukkan data 

penerima bantuan secara digital. Sistem ini memiliki fitur validasi NIK 

sehingga tidak ada data ganda yang masuk. Penerapan validasi ini sangat 

penting mengingat permasalahan utama bansos sering disebabkan oleh 

penerima ganda. Menurut penelitian (Noviarani & Chotijah, 2021), validasi 
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berbasis identitas tunggal seperti NIK dapat meningkatkan akurasi data 

bantuan sosial hingga 90%. 

Hasil implementasi awal menunjukkan bahwa perangkat desa lebih mudah 

dalam melakukan input data. Dengan antarmuka yang sederhana, perangkat 

desa dapat memasukkan data nama, NIK, alamat, dan jenis bantuan yang 

diterima. Data tersebut secara otomatis tersimpan di database desa dan dapat 

dicetak menjadi laporan. Selain itu, laporan juga dapat dikategorikan 

berdasarkan jenis bantuan, sehingga mempermudah kepala desa dalam 

melakukan monitoring. Hal ini sesuai dengan pendapat (Zaliluddin et al., 

2020), yang menyatakan bahwa penyajian laporan digital secara otomatis akan 

mempercepat pengambilan keputusan pemerintah desa. 

Fitur lain yang berhasil diuji adalah dashboard monitoring. Dashboard ini 

menampilkan jumlah penerima bantuan berdasarkan kategori (PKH, BLT-DD, 

BPNT) secara real-time. Dengan fitur ini, kepala desa dapat memantau jumlah 

penerima tanpa harus memeriksa arsip manual. Keunggulan dashboard digital 

ini juga ditegaskan oleh (Mukhtar et al., 2021), yang menyatakan bahwa 

dashboard berbasis data real-time mempermudah pimpinan desa dalam 

mengambil keputusan strategis dengan cepat. 

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur transparansi data, di mana daftar 

penerima bantuan dapat diekspor ke format PDF atau Excel untuk kemudian 

dipublikasikan di papan informasi desa. Dengan demikian, masyarakat dapat 

mengakses informasi mengenai siapa saja penerima bantuan sosial, sehingga 

menekan potensi kecurigaan dan konflik sosial. Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Anggraeni & Uzaimah, 2024), yang menyatakan bahwa 
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transparansi dalam penyaluran bansos terbukti meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa. 

Hasil simulasi penerapan sistem ini juga memperlihatkan bahwa proses 

pencetakan laporan bulanan menjadi lebih cepat. Jika sebelumnya perangkat 

desa membutuhkan waktu sekitar 3–4 hari untuk menyiapkan laporan bansos, 

dengan sistem baru laporan dapat dicetak hanya dalam hitungan menit. 

Efisiensi ini didukung oleh pernyataan (Idrus & Zakiyah, 2022), yang 

menjelaskan bahwa otomatisasi laporan melalui sistem informasi mampu 

menghemat waktu hingga 80% dibanding metode manual. 

Selain hasil teknis, kerja praktik ini juga menghasilkan dampak non-teknis, 

yaitu peningkatan pemahaman perangkat desa tentang pentingnya teknologi 

informasi. Melalui pelatihan singkat yang dilakukan, perangkat desa mulai 

terbiasa menggunakan komputer untuk mengelola data bansos. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat 

desa. Menurut penelitian (Kurniawan et al., 2021), pemberdayaan perangkat 

desa dalam penggunaan teknologi informasi menjadi faktor kunci keberhasilan 

implementasi e-government di pedesaan. 

Secara keseluruhan, hasil kerja praktik ini menunjukkan bahwa penerapan 

sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa dapat meningkatkan 

efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan bantuan sosial di Desa Bumi 

Jaya. Sistem ini tidak hanya membantu perangkat desa, tetapi juga memberikan 

manfaat bagi masyarakat dengan menghadirkan informasi yang lebih terbuka 

dan akuntabel. 
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4.2 Pembahasan 

Pembahasan dari hasil kerja praktik menunjukkan bahwa sistem yang 

dirancang mampu menjawab kebutuhan perangkat desa. Dengan adanya 

validasi berbasis NIK, masalah data ganda dapat diminimalisasi secara 

signifikan. Hal ini memberikan dampak positif karena bantuan sosial dapat 

lebih tepat sasaran. Penerapan fitur ini sejalan dengan teori Database 

Management System (DBMS) yang menekankan pentingnya integrasi data 

dalam sistem administrasi. 

Selain itu, efisiensi yang diperoleh dalam pencetakan laporan 

membuktikan bahwa otomatisasi sistem mampu mengurangi beban 

administrasi perangkat desa. Waktu yang sebelumnya habis untuk pencatatan 

manual dapat dialihkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat lainnya. Dengan 

demikian, sistem ini tidak hanya memberikan keuntungan teknis, tetapi juga 

manajerial dalam meningkatkan produktivitas perangkat desa. 

Transparansi juga menjadi aspek penting yang dihasilkan dari penerapan 

sistem ini. Publikasi daftar penerima bansos secara digital mendorong 

masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya program bantuan. Hal 

ini mendukung prinsip good governance yang menekankan partisipasi, 

transparansi, dan akuntabilitas. Dengan meningkatnya kepercayaan 

masyarakat, potensi konflik akibat ketidakjelasan data dapat ditekan. 

Namun, penerapan sistem ini juga menghadapi beberapa tantangan. 

Salah satunya adalah keterbatasan perangkat desa dalam mengoperasikan 

teknologi informasi. Meskipun sudah dilakukan pelatihan singkat, dibutuhkan 

pendampingan berkelanjutan agar sistem dapat digunakan secara konsisten. 
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Selain itu, infrastruktur teknologi seperti komputer dan jaringan internet juga 

perlu diperkuat untuk memastikan sistem berjalan optimal. 

Secara umum, pembahasan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan 

bansos berbasis administrasi desa yang diujicobakan di Desa Bumi Jaya 

mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintahan desa. Walaupun masih 

terdapat kendala teknis dan non-teknis, sistem ini memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan lebih lanjut, bahkan direplikasi di desa-desa lain di Kecamatan 

Candipuro maupun wilayah Lampung Selatan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kerdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan di Desa Bumi 

Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dengan topik 

Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan penting. 

1. Permasalahan utama dalam pengelolaan bantuan sosial di Desa Bumi Jaya 

adalah masih digunakannya sistem pencatatan manual. Sistem manual ini 

menimbulkan berbagai kendala, di antaranya duplikasi data penerima, 

keterlambatan proses distribusi, dan kurangnya transparansi dalam 

penyaluran bantuan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Prasetyo et al., 

2022) yang menyatakan bahwa kelemahan administrasi manual sering 

menjadi penyebab konflik sosial akibat ketidaktepatan sasaran penerima 

bansos. 

2. Rancangan sistem berbasis teknologi informasi yang dihasilkan dari kerja 

praktik ini terbukti mampu mengatasi sebagian besar permasalahan 

tersebut. Sistem berbasis database dengan fitur validasi NIK memberikan 

solusi efektif untuk mencegah data ganda. Selain itu, fitur laporan otomatis 

dan dashboard monitoring mempermudah perangkat desa dalam memantau 

penerima bansos secara real-time. Hal ini mendukung hasil penelitian 

(Noviarani & Chotijah, 2021) yang menyatakan bahwa sistem validasi 

berbasis identitas tunggal mampu meningkatkan akurasi pendataan bantuan 
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sosial secara signifikan. 

3. Penerapan sistem ini juga meningkatkan efisiensi waktu dan beban kerja 

perangkat desa. Jika sebelumnya pencetakan laporan membutuhkan waktu 

3–4 hari, dengan sistem baru laporan dapat dihasilkan dalam hitungan 

menit. Efisiensi ini memberikan ruang bagi perangkat desa untuk fokus 

pada pelayanan masyarakat lain. Seperti dinyatakan oleh (Idrus & Zakiyah, 

2022), otomatisasi laporan mampu memangkas waktu administrasi hingga 

80%. 

4. Transparansi dan akuntabilitas juga meningkat dengan adanya fitur 

publikasi data penerima bantuan. Masyarakat dapat mengakses informasi 

mengenai siapa saja penerima bansos, sehingga potensi kecurigaan atau 

konflik sosial dapat diminimalkan. Hal ini mendukung prinsip good 

governance yang menekankan pentingnya partisipasi dan transparansi. 

5. kerja praktik ini membuktikan bahwa penerapan Sistem Pengelolaan 

Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa di Desa Bumi Jaya mampu 

memberikan perubahan signifikan dari sistem manual menuju sistem 

digital yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Sistem ini berpotensi 

untuk dikembangkan lebih lanjut serta direplikasi di desa-desa lain sebagai 

model tata kelola bansos berbasis teknologi informasi. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran 

yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan 

bantuan sosial berbasis administrasi desa, baik untuk Desa Bumi Jaya maupun 
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desa-desa lain. 

1. Pemerintah desa perlu melakukan implementasi penuh terhadap sistem 

pengelolaan bansos berbasis administrasi digital. Hal ini berarti perangkat 

desa harus mulai meninggalkan metode manual secara bertahap dan beralih 

ke sistem berbasis database. Dengan demikian, akurasi data penerima 

bansos dapat lebih terjamin, dan distribusi bantuan dapat dilakukan tepat 

sasaran. 

2. Diperlukan adanya pelatihan rutin bagi perangkat desa. Meskipun sistem 

telah dirancang sederhana agar mudah digunakan, tetap dibutuhkan 

pembekalan teknis mengenai pengoperasian komputer, input data, hingga 

pencetakan laporan. Pelatihan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan 

pihak akademisi, mahasiswa, maupun dinas terkait, agar perangkat desa 

memiliki keterampilan yang memadai. 

3. Dari sisi infrastruktur, pemerintah desa disarankan untuk menyediakan 

sarana pendukung teknologi seperti komputer dengan spesifikasi memadai, 

perangkat penyimpanan data, serta akses internet yang stabil. Infrastruktur 

ini merupakan faktor penentu agar sistem dapat berjalan optimal. Tanpa 

dukungan teknologi yang memadai, sistem akan sulit dioperasikan secara 

konsisten. 

4. Pemerintah desa meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, 

pemerintah desa dapat memanfaatkan papan informasi digital atau portal 

desa yang terhubung dengan sistem bansos. Dengan demikian, masyarakat 

dapat mengakses data penerima bantuan kapan saja, sehingga mendorong 

terciptanya akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. 
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5. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi ke database 

kependudukan kabupaten atau provinsi. Dengan integrasi data lintas 

instansi, potensi duplikasi penerima bantuan antar desa atau antar program 

dapat diminimalkan. Hal ini juga akan memudahkan koordinasi antara desa 

dengan dinas sosial maupun pemerintah daerah. 

6. Kerja praktik ini sebaiknya dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan. 

Pengembangan sistem tidak hanya terbatas pada pengelolaan bansos, tetapi 

juga dapat diperluas untuk administrasi kependudukan, keuangan desa, dan 

perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Desa Bumi Jaya dapat 

menjadi pelopor dalam penerapan konsep smart village berbasis teknologi 

informasi. 

Meskipun sistem ini memberikan banyak manfaat, terdapat tantangan 

dalam penerapannya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia 

perangkat desa dalam mengoperasikan teknologi informasi. Diperlukan 

pelatihan berkelanjutan agar sistem dapat digunakan secara maksimal. Selain 

itu, dukungan infrastruktur teknologi, seperti komputer dan jaringan internet, 

juga perlu diperkuat agar sistem berjalan optimal.  

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan sistem pengelolaan 

bansos berbasis administrasi desa yang dirancang dalam kerja praktik ini dapat 

terus ditingkatkan dan diimplementasikan secara berkelanjutan. Tidak hanya 

memberikan manfaat bagi perangkat desa, tetapi juga mewujudkan pelayanan 

publik yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat 

desa.
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